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ABSTRAK 
 

 
Muh Malikul Mulki Nur ( B012191083) dengan judul 
“PembuktianTerhadap Perusakan Barang Bukti Dalam Tindak 
Pidana  
(Di bimbing olehM.Syukri Akub,danHijrah Adhyanti Mirzana) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian  hukum 
dalam penyelidikan tindak pidana pengerusakan barang bukti di 
wilayah hukum Kota Kendari, dan menganalisisUpaya Peran 
Pembuktian di Persidangan Peradilan Jika Barang Bukti Hasil Sitaan 
Tidak Dapat di Tunjukan Karena Telah Musnah Akibat Aksi Unjuk 
Rasa dan Upaya Hukum Aparat kepolisian Dalam Pencegahan 
Pengrusakan Barang Bukti Akibat Demonstrasi yang ada di kota 
kendari.  
 
Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik 
pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, 
melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang 
relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh 
tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif 
sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini,  
kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang 
dilakukan. 
 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam 
penyelidikan tindak pidana pengrusakan barang bukti adalah bentuk 
pertanggung jawaban pihak kepolisin Polres Kota kendari proses 
penegakan hukum tersebut dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan 
kewenangannya dan pengadilan. 
 
Kata Kunci: pembuktian,barang bukti, unjuk rasa. 
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ABSTRACT 

 
Muh Malikul Mulki Nur ( B012191083) ’’  Proof Of The Destruction  Of 
Evidence In a Criminal act  
(Under subvervision ;M.Syukri Akub,and Hijrah Adhyanti Mirzana) 
 
This study aims to analyze law enforcoment in the investagtion of criminal 
acts of destriction of evidence in the jurisdection of the city of kendari, 
 
and analyze the role of evidence in the court trial if the confiscated 
evidence cannot be shown because it has been destroyed due to 
demonstrations and legal efforts by police officers in prevention of 
destruction of evidence due to demosnstration in kendari city.  
 
This research is an empirical research type.the technique of collecting 
data is through field studies and literature studies,through interviews and 
this research,futhermore, the data obtained were analyzed qualitatyvely 
and presented descriptively in avvordance with the explanations that were 
closely related to this reserach,  
 
then drew a conclusion based on the analysis carried out.the results of the 
study indicate that law enforcoment in the investagation of criminal acts of 
destruction of evidence is aform of responsibility for the kendari citypolice. 
The law enforcoment proces is carried out by the police in accordance 
with their authority and the court. 
 
Key words : Law Enforcoment,Evidence,Demonstran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.Latar Belakang  

 Pelaksanaan demontrasi/unjuk rasa di indonesia sudah menjadi hal 

lumrah yang seketika pasti akan terjadi, demo sering di lakukan oleh 

mahasiswa ketika ada hal yang janggal dan  tentunya bertentangan  pada 

aturan yang di buat oleh pemerintah itu sendiri , bahkan aturan-aturan 

demo yang benar tidak di perhatikan  dengan baik oleh para demontrasi 

itu, sehingga membuat satuan polisi pengamanan melakukan tindakan 

yang terukur  buat mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan, bahkan 

satuan polisi tidak segan untuk menyemprotkan gas air mata, pembuatan 

benteng pertahanan untuk mensterilkan pendemo.1kepolisian juga 

memahami aturan menyuarakan pendapat kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 

Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,dalam 

pasal 5 disebutkan “ warga negara yang menyampaikan pendapat di 

muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak 

memperoleh perlindungan hokum hal tersebut menjadi landasan 

melakukan demosntrasi. 

Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa secara 

terang-terangan dan secara bersama-sama mengunakan kekerasan 

terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 

                                                        
1UU.No.9 Tahun 1998 Tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat di Muka Umum 
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lima tahun enam bulan2, seharusnya dapat menjerat pelaku anarkisme 

dan menjadi tolak ukur massa agar tidak melakukan apalagi terhadap 

fasilitas publik negara. 

 Pada hakikat nya demo adalah bentuk dari ekspresi yang aman 

dan terkendali  untuk menyuarakan hal-hal yang di anggap bertentangan 

dengan aturan yang di buat oleh pemerintah itu sendiri, demonstrasi juga 

wujud dari nilai pancasila yang ke-4 yang butir-butir pengamalannya 

mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama, mahasiswa bahkan masyarakat itu sendiri menempuh cara 

demonstrasi atau unjuk rasa sebagai penerapan “prinsip demoksrasi”  

dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, penyampaian pendapat di 

muka umum juga salah satu bentuk demosntrasi, demonstrasi menurut 

pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 9 tahun 

1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di  muka umum 

adalah kegiatan yang di lakukan oleh seseorang atau lebih untuk 

mengeluarkan pikiran dengan lisan,tulisan dan sebagainya secara 

demosntratif di muka umum, selanjutnya di sebut dalam pasal 5 ayat (1) b 

seseorang atau sekolompok orang yang melakukan demo dengan berhak 

mendapatkan perlindungan hukum,  

 Tentu penegakan hukum perlu hadir dalam peran dan tanggung 

jawab nya pada saat terjadi dan sesudah terjadinya suatu tindakan yang 

berakibat melanggar hukum ini  

                                                        
2Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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 Hal ini juga yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan 

hukummengusut tindakan pidana anarkis oleh mahasiswa yang 

membakar barang bukti kendaraan bermotor  hasil sitaan kepolisian di pos 

lantas kendari,  yang awalnya menyuarakan pendapat dengan aman dan 

tentram, berujung dengan tindakan di luar kendali, bahkan  terbilang 

berujung anarkis, pengrusakan infraktstruktur milik publik  juga menjadi 

sasaran amuk masa, kerugian yang di alami pihak kepolisan sangat 

terlihat dengan jelasnya apalagi kendaraan berupa barang sitaan yang 

ada di dalam penyelidikan tersebut, ini tentu, kondisi seperti ini di atas 

tentu saja membawa dampak negatif , misalnya pada barang bukti yang 

akan di serahkan kembali kepada pemiliknya, namun tidak utuh, 

menyebabkan kekecewaan dan komplein dari pemilik, selain itu 

kemungkinan kesulitan akan timbul jikaulah  berkas perkara yang di 

ajukan penyidik kepada penuntut umum tidak lagi disertai barang bukti  

Dapat kita lihat juga rentetan kejadian demontasi atau unjuk rasa  

yang anarkis ini, bahkan  bukan  pertama kali ini saja  terjadi, sudah 

menjadi hal keterbiasaan bagi para demonstrasi yang menyuarakan 

pendapat diikutkan dengan tindakan pidana penghancuran, dalam 

duatahun terakhir saja sudah banyak aksi demo yang terjadi di kota 

kendari disertai dengan perusakan: seperti contohnya yang di beritakan 

media online tempo,com14 maret 2019  sekolompok mahasiswa yang 

menolak operasi 15  perusahaan izin tambang yang masuk di kota 

kendari, tindakan ini juga berakhir dengan dirusaknya Halte bus dan 
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pemboikotan jalan, media online detik news juga yang dalam 

unggahannya kamis 17 september 2020 memuat demontrasi atau unjuk 

rasa yg disertai pengrusakan fasilitas publik, bahkan kejadian ini juga 

melukai aparat yang keamanan  dilapangan, ditahun yang sama juga 

berita online kompas,com memuat berita demontrasi atau unjuk rasa yang 

disertai penghancuran fasilitas publik oleh para pendemo ,Serta masih 

banyak nya lagi demontrasi-demontarsi yang terjadi yang di ikutkan 

dengan tindakan kejahatan penghancuran ini, tentu kejadian ini bukan 

hanya saja terjadi di kota kendari, kota-kota besar yang ada di indonesia 

pasti merasakan hal sama, ketika adanya pertentangan atau 

ketidaksetujuan yang di alami oleh masyarakat,  

 Apalagi dalam negara kita, adalah negara hukum yang setiap 

tindakan kejahatan yang di lakukan, akan di ikuti  proses hukum yang 

mengusutnya, seperti hal nya dalam pasal 406 kitab Undang-Undang 

hukum pidana yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan serta 

melawan hukum menghancurkan, merusakan, membikin tak dapat dipakai 

atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik 

orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

delapan bulan serta pidana denda, disini peran penegakan hukum yang 

sangat dibutuhkan dalam mengusut dan menyelidiki perkara yang terjadi.  

 

 Kedudukanbarang bukti di dalam KUHAP keberadaan nya 

sangatlah penting, karena barang bukti di peroleh dari proses penyitaan 



 

5 
 

oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam 

proses penyedikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.  

 Permasalahan di atas menurut penulis menarik untuk di teliti guna 

mengetahui proses pengusutan atau tindakan hukum dalam penegakan  

yang di lakukan oleh pihak kepolisian, penulis juga mengajukan proposal 

penelitian yang berjudul  “PEMBUKTIAN  TERHADAP PERUSAKAN 

BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka telah nampak masalah 

yang perlu di kaji lebih jauh, namun untuk menghindari meluasanya 

pesoalan yang akan di kaji maka, penulis mencoba merumuskan 

beberapa hal, yang sekirnya sangat berkaitan dengan tesis ini. Yang 

menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Upaya Pembuktian di Persidangan Dalam Tindak Pidana 

Perusakan Barang Bukti? 

2. Upaya Pencegahan Pengrusakan Barng bukti ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya peran pembuktian di persidangan 

peradilan jika barang bukti hasil sitaan  tidak dapat di tunjukan 

karea telah musnah akibat aksi unjuk rasa 
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2. Untuk mengetahui yang dilakukan aparat kemananan kepolisian  

dalam melakukan  pencegahan terhadap pengrusakan barang bukti 

D.  Manfaat Teoritis 

 Memberikan masukan dan informasi kepada masyrakat 

terkait proses penegkan dan pengusutan oleh pihak kepolisan 

perihal demosntrasi yang  anarkis 

 

E. Manfaat Praktis  

 Untuk mengetahui penyelsain dan kendala-kendala yang di 

hadapi oleh kepolisan dalam menangulangi demonstrasi yang 

anarkis serta mengetahui tindakan apa yang di lakukan oleh pihak 

kepolisian 

F.  Orisinilitas Penelitian 

Tesis “ penanganan polisi terhadap demontrasi di Makassar” 

oleh firmansyah,program magister ilmu hukum Pascasarjana Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015. 

Penelitian tersebut membahas mengenai penanganan,dan 

seringnya terjadi demo antara demontran dan polisi, serta mengetahui 

pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepolisian sebelum terjadinya 

demontrasi yang anarkis, sedangkan penulis lebih kepada proses 

pembuktian di persidangan  dalam penyelidikan fenomena 

pengrusakan barang bukti yang dilakukan oleh demontrasi anarkis 

serta ingin mengetahui tindakan  
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Tesis “ Penyertaan Dalam demontrasi yang bersifat anarkis oleh: 

Ahmad Rudy Zaelany Program magister Hukum pasca sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015 penelitian tersebut 

membahas tentang Unsur delik,syarat-syarat,adanya demontrasi dan 

membahas pertangung jawaban peserta demontrasi yang anarkis 

sedangkan penulis lebih kepada penegakan hukum yang dilakukan 

oleh kepolisian dalam menyelidiki fenomena pengrusakan barang 

bukti yang dilakukan oleh demontrasi anaskis serta ingin mengetahui 

tindakan aparat kepolisian dalam pencegahan upaya perusakan 

barang bukti. 

Jurnal hukum,” Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan 

Demosntrasi,; oleh faredo yudasena,prima angkup,intan pelangi, 

jurnal hukum ini membahas tentang demontrasi dan bagaimana cara 

penanganannya, berbeda dengan penulis yang membahas dalam 

penelitiannya membahas pertangung jawaban kepolisian dalam 

barang bukti hasil pencurian, yang berbeda dengan penulis yang 

membahas tentang kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh 

kepolisian dalam menyelidiki fenomena pengrusakan barang bukti 

yang dilakukan oleh demontrasi anaskis serta ingin mengetahui 

tindakan aparat kepolisian dalam pencegahan upaya perusakan 

barang bukti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 

Mendefinisikan Terdapat beragam bentuk pembuktian, pakar 

memberikan pandangan nya terkait arti darI istilah sistem 

pembuktian seperti berikut : 

a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya 

untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil 

yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 

b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang 

disebut dalam artiyuridis dari konteks pembuktian adalah upaya 

untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi 

kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan 

tersebut. 

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah 

bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian 

merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan 

kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak 

dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh 
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para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim 

untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan 

kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari 

pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang 

kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut 

dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.3 

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana 

telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga 

harus mempertanggungjawabkannya.4 Pembuktian adalah ketentuan 

– ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – 

cara yang dibenarkan undang–undang membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 

ketentuan yang mengatur alat–alat bukti yang dibenarkan undang–

undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 

yang didakwakan. 

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya mengatur tata cara 

beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara 

mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja 

didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan 

tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali 

ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah 

dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
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benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. Dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, 

yang tertuang dalam Pasal184 ayat (1) KUHAP yaitu: 

a. Keterangansaksi; 

b. Keteranganahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk;dan 

e. Keteranganterdakwa. 

Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang 

lumrahnya, seringdigunakandalamsistempengadilan, yakni: 

a. Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan 

Keyakinan   

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap 

perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian 

"keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa 

atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada 

keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau 

didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah 

cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim 

sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. 
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b. Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar 

Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional. 

Sistem pembuktian Conviction In Ralsonemasih juga 

mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-

satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan 

hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan 

logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak 

perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, 

Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi 

hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-

undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan 

hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. 

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone 

harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu 

sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang 

dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan 

keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut 

dengan sistem pembuktian bebas. 

c. Positif Wettelijks Theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan 

Undang -Undang Positif. 

Sistem ini ditempatkan berhadap -hadapan dengan sistem 

pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran 
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bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada 

tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang -undang yang dapat 

dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wetteljik 

sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan 

keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang 

dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan 

pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah 

menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. 

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara 

pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka 

terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. 

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha 

membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh 

nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara - 

cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang 

kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan 

kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim 

yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem 

pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh 

karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara 

perdata. Positife wettelijk bewijs theori system di benua Eropa 

dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat 

Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek 
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pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat 

perlengkapan saja.3 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum 

a. Pengertian Penegakan Hukum 

secara konsepsional, makna inti dari artu penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawab  dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjambaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 

1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut,memerlukan 

penjelasan lebih lanjut,sehingga akan tampak lebih konkret. 

Manusia di dalam pergaulan hidup,pada dasarnya mempunyai 

pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang 

buruk, pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam 

pasangan-pasangan tertentu,misalnya,ada pasangan nilai ketertiban 

dengan nilai ketentraman,pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai 

kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai 

inovatisme,dan seterusnya, di dalam penegakan hukum,pasangan nilai-

nilai tersebut perlu diserasikan umpama nya, perlu penyerasian antara 

nilai ketertiban dengan nilai ketentraman,sebab,nilai ketertiban bertitik 

tolak pada keterikatan,sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah 

                                                        
3DarwanPrinst,HukumAcaraPidana DalamPraktik,(Djambatan),Jakarta,1998,hlm65 
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kebebasan,didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan 

keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.4 

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut,memerlukan 

penjambaran secara lebih konkret lagi,oleh karena itu nilai-nilai lazimnya 

bersifat abstrak.penjambaran secara lebih konktret terjadi didalam 

bentukkaidah-kaidah,dalam hal ini kaidah-kaidah hukum,yang mungkin 

berisikan suruhan,larangan atau kebolehan.didalam bidang hukum tata 

negara indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang 

berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan 

tertentu,atau tidak melakukanya.didalam kebanyakan  kaidah hukum 

pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu sedangakan di dalam bidang hukum perdata ada 

kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. 

 Satjipto raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan 

merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan 

yang pasti yaitu dengan menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, 

yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.5 

 Penegakan hukum sebagai suatu proses,pada hakikatnya 

merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan 

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum,akan tetapi mempunyai 

unsur penilaian pribadi (Wayne La-favre,1964), dengan mengutip 

                                                        
4Subekti,HukumPembuktian, (PradnyaParamitha),Jakarta, 2001, hlm1 
5Satjipto raharjo,2002 Sosoilogi Hukum:Perkembangan Metode Dan pilihan Masalah,Sinar 
Grafika,Yogyakarta,hal 190 
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pendapat Roscoe pound, maka La-Favre menyatakan,bahwa pada 

hakikatnya diskresi berada diantara hukun dan moral (etika dalam arti 

sempit). 

 Oleh karena itu dapatlah dikatakan,bahwa penegakan hukum 

bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan,walaupun didalam kenyataan di indonesia kecendrunganya 

adalah demikian,sehingga pengertian law enforcement begitu 

populer.selain itu,ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan 

pengakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perli 

dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai 

kelemahan-kelemahan,apabila pelaksanaan perundang-undangan atau 

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan menganggu kedamaian 

didalam pergaulan hidup. 

b.Faktor-faktor yang mempengaruhi  Penegakan hukum 

 Berdasrakan penjelasan-penjelasan diatas dapatlahditarik 

kesimpulansementara,bahwa masalah pokok penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya,faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut,adalah sebagai berikut ;6 

 

                                                        
6Soerjano soekamto dalam buku faktor-faktor penegakan Hukum.Depok,1983,Hal.8 
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1. Faktor hukum nya sendiri,yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada 

perundang-undang saja seperti ganguan terhadap penegakan hukum 

yang berasal dari Undang-Undang , mungkin saja disebabkan karena: 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangay dibutuhkan 

untuk menerapkan undang-undang ; 

c. Ketidakjelasan. 

2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum,tentu halangan-halangan yang mungkin di jumpai 

pada penerapan-penerapan yang seharusnya dari golongan panutan 

atau penegak hukum: 

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 

pihak lain dengan siapa dia berintraksi; 

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa 

depan,sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; 

d. Belum ada nya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 

kebutuhan tertentu,terutama kebutuhan materie;l 

e. Kurangnnya daya inofativ yang sebenarnnya merupakan pasangan 

konservatisme; 
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Halangan-halangan tersebut dapatdi atasi dengan cara mendidik 

melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai 

berikut; 

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalamn-pengalaman maupun 

penemuan-penemuanbaru,artinya,sebanyak mungkin 

menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang 

berasal dari luar sebelum di coba manfaatnnya 

b. Senantiasa siap untuk menilai kekurangan. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa 

adanya sarana atau fasilitas tertentu,maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas 

tersebut,antara lain, mencakup : 

a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil 

b. Organisasi yang baik 

c. Peralatanyang memadai dan mempehuniserta; 

d. Keuangan yang cukup Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi dengan baik, 

maka akan mustahil suatu proses penegakan hukum akan berjalan 

dengan baik dan semaksimal mungkin, 

4. Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di 

terapkan. Penegakan hukum dari masyrakat bertujuan untuk mencapai 

suatu kedamaian di dalam masyrakat. Oleh karena itu, dipandang dari 
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sudut tertentu, maka masyrakat dapat atau sangat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut,  

5. Faktor kebudayaan  

Faktor kebudayaaan yang sebenarnnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat sengaja di bedakan, karena didalam pembahasannya di 

ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan 

spritual ata non materil. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya,sehingga oleh 

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak 

ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Diantara semua faktor tersebut 

maka faktor penegak hukum menempati titik sentral,hal ini disebabkan,oleh 

karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, serta penerapan nya 

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum itu sendiri sebagai 

golongan panutan hukum oleh masayrakat luas. 

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut 

mempunyai kedudukan (status) dan (pernan role). Kedudukan (sosial) 

merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyrakatan, yang mungkin 

tinggi,sedang-sedang saja atau rendah,kedudukan tersebut sebebnarnya 

merupakan suatu wadah,yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tertentu.hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan 

pernanan role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan 

tertentu,lazimnnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya 
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merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangakan 

kewajiban adalah beban atau tugas,suatu peranan tertentu,dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur,sebagai berikut :7 

1. Peranan yang ideal (ideal role) 

2. Peranan yang seharusnya (expected role) 

3. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (perceived role ) 

4. Peranan yang sebenarnnya dilakukan (actual role) 

Peranan yang sebanarnnya dilakukan kadang-kadang juga 

dinamakan role performance atau role playing.kiranya dapat 

dipahami,bahwa peranan yang ideal dan yangseharusnya datang dari 

pihak (atau pihak-pihak) lain,sedangakan peranan yang dianggap oleh diri 

sendiri serta pernan yang sebanarnya dilakukan berasal dari diri 

sendiri,sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, berhubungan dengan 

pihak lain (disebut role sector ) atau dengan beberapa pihak (role set) 

                     Seorang penegak hukum, sebagimana halnya dengan 

warga-warga masyrakat lainnya,lazimnya mempunyai beberapa 

kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah 

mustahil,bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik 

(status confict dan conflicts of roles ). Kalau didalam kenyataannya terjadi 

suatu kesenjangan antara pernan yang seharusnnya dengan peranan 

                                                        
7Soerjano soekamto. dalam buku faktor-faktor penegakan Hukum.Depok,1983,Hal.20 
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yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual,maka terjadi suatu 

kesenjangan peranan (role-distance). 

B.Tinjaun Umum Mengenai Tindak Pidana 

 a. Pengertian Tindak Pidana  

  Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang 

mempunyai pengertian yang abstrak, dalam hukum pidana belanda 

dikenal dengan “ strafbaar feit “yang didalam bahasa indonesia memiliki 

terjemahan dengan berbagai istilah,karena tidak ada penetapan 

penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut 

yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamajan istilah” dan 

berbagai istilah lain; 

 Menurut simons, strafbaar feit sebagai kelakukan  diancam dengan 

pidana,bersifat melawan hukum,yang berhubungan dengan kesalahan 

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertangung jawab8. 

Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakukan orang 

(menseljke gedraging) yang dirumuskan dalam wet,yang bersifat melawan 

hukum yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan 

kesalahan.9 

 Menurut pompe, strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 

dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,dimana 

                                                        
8I Made Widnyana,2010 Hukum Pidana,Penerbit Fikahati Aneska,Jakarta,hlm34 
9Andi Hamzah,2010 Asas-Asas Hukum Pidana,PT,Rineka Cipta,Jakarta,hlm,96 
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penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi tertib 

hukum.10 Sedangakan utrecth menerjemahkan starftbaar feit dengan 

istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik,karena 

peristiwa tersebut suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu 

melainkan nolaten-negatif,maupun akibatnya ( keadaan yang ditimbulkan 

karena perbuatan atau melainkan itu), peristiwa pidana merupakan suatu 

peristiwa (rechtfeit).yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat 

yang di atur hukum.11 

 Kemudian menurut miljatno,perbuatan pidana (tindak pidana) 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturaam hukum laranagn 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut. 

b.Unsur-Unsur Tindak Pidana  

 Perbedaan pokok antar ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 

pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan 

binatang. Sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-Unsur 

rumusan pada ayat pertama adalah : 

1. Unsur objektif 

a. Perbuatan ; 

1. Menghancurkan 

2. Merusakan 

3. Membikin tidak dapat di pakai,dan 

                                                        
10Amir Ilyas,2012,Asas-Asas Hukum Pidana,Rangkang,Education,Yogyakarta,hlm20 
11Evi Hartanti,2009,Tindak Pidana Korupsi,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.6 
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4. Menghilangkan . 

b. Objeknya: suatu benda  

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 

2. Unsur subjektif ; 

a. Dengan sengaja,dan 

b. Dengan melawan hukum  

Kesengajaan disini di tempatkan dengan mendahului banyak 

unsur, kesengajaan harus di tunjukan pada seluruh unsur yang 

ada di belakangnya, dihubungkan dengan unsur-unsur 

perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakan 

menhancurkan maka berarti bahwa petindak menhendaki untuk 

mewujudkan perbuatan pengrusakan atau merusakan 

menhancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat 

yang akan timbul, kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini 

harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu, begitu juga 

terhadap unsur-unsur lainnya. 

Unsur melawan hukum juga terdapat di belakang 

kesengajaan,yang berarti terhadap melawan hukum juga terdapat di 

belakang kesengajaan,yang berarti terhadap melawan hukumharus di tuju 

adanya kesengajaan petindak, Artinya petindak sebelum melakukan 

perbuatan pengrusakan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan 

perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan 

hukum. Bertentangan dengan hukum harus di artikan secara luas bukan 
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saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan  dengan 

apa yang di kehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh di lakukan, 

berdasrkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 

406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil, akan 

tetapi apabila di lihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini di 

tentukan oleh dapat selesainya perbuatan,sedangkan untuk terwujudnya 

seperti merusak dan menghancurkan di perlukan adanya/timbulnya akibat 

rusaknya atau hancurnya benda, maka sesunguhnya tindak pidana ini 

tidak dapat di cantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya 

penipuan dan pemerasan. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan 

a. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan 

  Dalam KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran 

termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan,cara 

menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda 

yang bermakna proses, perbuatan cara merusaka, Namu yang di maksud 

dengan penghancuan  dan perusakan menurut hukum pidana adalah 

melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara 

merugikan tampa mengambil barang itu. 

b. Pengaturan Tindak Pidana Pengrusakan  

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana kejahatan 

pengrusakan dan pengahncuran benda (verneling of beschadiging van 
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goerderen), pasal 406-sampai dengan pasal 412 mengatur tentang 

kejahatan-kejahartan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku 

yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk 

lebih jelasnya dibawaa ini akan di paparkan berbagai tindak pidana yang 

dapat didikualifikasikan sebagai tindak pidanapengrusakan terhadap 

barang, Tindak kejahatan dalam bentuk pengahncuran dan pengrusakan 

di bedakan menjadi 5 macam yaitu: 

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok  

2. Penghancuran atau penrusakan ringan  

3. Pengahncuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta 

api,telegraf telpon dan listrik ( sesuatu yang digunakan untuk 

kepentingan umum) 

4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja 

5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan 

pelayaran. 

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok di 

atur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut.12 

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 

menghancurkan dan merusakan, membikin tidak dapat di 

pakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya 

atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan 

                                                        
12Chazawi,Adami,2003,Kejahatn Terhadap Harta Benda,Bayumedia.Malang hlm 187 
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pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling 

banyak Rp.4.500.00 

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan 

sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakan, 

membikin tidak dapat di pergunakan atau menghilangkan 

hewabn yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 

Supaya dapat di hukum, menurut pasal ini harus di buktikan: 

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan merusakan, 

membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau 

menghilangkan sesuatu 

b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu di lakukan 

dengan sengaja dan melawan hukum 

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian 

kepunyaan orang lain 

d. Yang di hukum menurut pasal ini tidak saja mengenai 

barang tetapi juga mengenai binatang. 

D. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi atau Unjuk Rasa 

 a. Pengertian Demontrasi atau Unjuk Rasa  

 Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 

dinyatakan bahwa “ unjuk rara atau demonstrasi adalah kegiatan yang di 

lakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat dan 

pikirannya”. 
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 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “ Demontrasi ‘ Berarti  

penyataan protes yang di kemukakan secara masal ( unjuk rasa ) “ 

mendemostrasi “ berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan 

cara berdemontrasi.13 

 Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang di lakukan 

sekumpulan orang di hadapan umum , unjuk rasa biasanya di lakukan 

untuk menyatakan pendapat kelompol tersebut atau menentang kebijakan 

pemerintah. 

 Demontrasi merupakan elemen komunikasi yang umumnya di 

gunakan mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik, 

biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan 

untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang 

akan di lakukan oleh pembuat keputusan. 

 Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang di lakukan 

dengan berdemontrasi merupakan salah satu cara menyampaikan 

keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang di 

sampaikan tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti di tambah 

dengan adanya faktor-faktor lain seperti, adanya hasutamn dari pihak-

pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki,ataupun karena adanya 

perasaan frustasi akibat suatu keadaan, maka timbulah anarki. 

 

 

                                                        
13Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke -3, Balai Pustakam Jakarta,2005,hal 250 
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b. Penyampaian Pendapat di Muka Umum 

 a. Pengertian 

  Dalam negara hukum di akui adanya Hak Asasi Manusia ( 

HAM),  yang mana merupakan hak-hak dasar yang harus di tegakkan dan 

tidak boleh di langgar oleh siapapun salahsatu hak yang merupakan hak 

dasar tersebut adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 

 Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 

menyatakan bahwa  “ Kemerdekaan penyampaian pendapat adalah hak 

setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, 

dan sebagainnya secara bebas dan bertangung jawab sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.  

  b.Jenis Penyampaian Pendapat 

Berdasarkan  pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 

1998 menyatakan bahwa pendapat dimuka umum dapat di bagi 

menjadi beberapa cara,yaitu: 

a. Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegitatan yang dilakukan 

oleh sesorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat pikiran 

dengan lisan,tulisan, dan sebagainnya secara demonstratif di 

muka hukum. 

b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan 

di jalan umum 

c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk 

menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 
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d. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka 

umum yang di lakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema 

tertentu. 

         c. Asas Penyampaian Pendapat di Muka Umum  

 Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 di kemukakan 

bahwa menyampaikan pendapat pendapat di muka umum harus di 

lakukan dengan berlandaskan pada : 

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; 

2. Asas musyawarah dan mufakat; 

3. Asas kepastian hukum dan keadilan ; 

4. Asas proposionalitas;DAN 

5. Asas mufakat ; 

       d. Tujuan Menyampaikan Pendapat  

 Tujuan utama dari aksi penyampaian pendapat di muka umum 

adalah menarik simpati massa dalam rangka pencampaian tujuan yaitu 

terlaksanannya hal yang menjadi tuntutan,dalam menyampaikan 

tuntutanya terhadap kebijakan pemerintah yang di anggap tidak pro-

rakyat, masyarakat Indonesia lebih cebderung menyampaikan tuntutannya 

dengan cara unjuk rasa atau demontrasi. 

        e.Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum 

 Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum di atur 

dalam pasal 10-14 UU Nomor 9 tahun 1998. Prosedur sebelum 

melakukan aksi unjuk rasa ,yaitu penangung jawab aksi wajib 
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memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dalam waktu 

selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan di mulai. 

 Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka 

polisi wajib memprosesnya dan menyelengarakan pengamanan untuk 

menjamin kemanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku. 

         f. Anarki 

 Didalam kamus besar bahasa indonesia, kata “ Anarki” berarti hal 

tidak adanya pemerintah, Undang-Undang, peraturan atau ketertiban dan 

kekacauan ( dalam suatu negara) sedangkan “Anarkis “ artinya penganjur 

( penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan 

anarkis14 

 Anarki terjadi ketika sekolompok orang berkumpul bersama untuk 

melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan 

terhadap perlakuan yang dia nggap tidak adil ataupun sebagai upaya 

penentangan terhadap sesuatu, Alasan yang sering menjadi penyebab 

anarki misalnya kesejrataan masyrakat yang tidak terpenuhi, kebijakan 

pemerintah yang merugikan masyrakat dan lain sebagainya, 

 Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan, Istilah kekerasan 

digunakan untuk mengambarkan prilaku, baik yang secara terbuka atau 

tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang diserati 

pengunaan kekuatan kepada orang lain.15 Anarki adalah kekacuan fisik 

dalam masyrakat sipil yang berupa bentrokan, perkelahian massa;, 

                                                        
14Ibid,hal,44 
15Thomas Santoso,Teori-Teori Kekerasan,Ghalia Indonesia Jakarta,2002,hal,11 
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pembunuhan, penjarahan, dan peruskan sarana dan prasarana umum, 

maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainny, Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak dari anarki adalah 

bukanlah perubahan positif melainkan menimbulkan kerusakan fisik dan 

ketakutan pada masyrakat.  

 Anarkisme merupakan suatu ajaran ( paham) yang menentang 

setiap kekuatan negara, ataupun dapat di artikan suatu teori politikyang 

menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Tokoh utama kaum 

anarkisme adalah mikhail bakunin ,seorang bangsawan rusia yang 

kemudian sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Ia memimpin 

kelompok anarkis dalam konvrebnsi besar kaum sosialis sedunia dan 

terlibat pertengkaran dan perdebatan besar dengan marx.bakunin 

akhirnya dikeluarkan dari kelompok marxis mainstream dan perjuangan 

kau 

m anarkis dianggap bukan perjuangan kaum sosialis16 

E. Tinjauan umum Tentang Penyidikan  

a. Pengertian Penyidikan 

 Penyidikan mengandung arti suatu kerangkaian tindakan yang 

dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti,dan dengan bukti itu 

                                                        
16http://wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan 
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membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus 

menemukan terseangkannya atau pelaku tindak pidanannya.17 

 Penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang 

ditemukan dan juga menentukan pelakuny.pengertian tercantum 

dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu; 

 “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang denga  bukti ini membuat 

terang suatu pidana yang terjadi dan guan menemukan 

tersangkannya.’ 

 Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 2 KUHAP,unsur- unsur 

yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 

1.penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang 

mengandung tindakan –tindakan yang abtara satu dengan 

lainnya saling berhubungan 

2. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut 

dengan penyidik  

3. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan 

bukti,yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang 

telah terjadi,dan menemukan tersangkannya  

                                                        
17M,Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum,Sinar Grafika,Jakarta,20215,hal 
154 
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       Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebelum  dilakukan penyidikan,telah diketahui adannya tindak pidana 

tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang 

melakukannya,adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari 

penyelidikannya.18 

b. Pengertian Penyidik 

Penyidik menurut pasal 1 butir ke-1 KUHAP; 

                 ‘’Pejabat polisi Negara Republik Indinesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang telah diberikan batasan dalam tahap penyidikan 

tersebut adalah pejabat penyidik polri dan pejabat penyidik negeri sipil. 

 Disamping di atur dalam pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan pasal 6 

KUHAP, terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adannya penyidik 

pembantu di samping penyidik.19 Untuk mengetahui siapa saja yang 

dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik, di tinjau dari segi 

instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertolak belakang 

dari suatu ketentuan pasal 6 yang dimaksud,yang berhak di angkat 

sebagai pejabat penyidik anatara laim adalah: 

      a. pejabat penyidik polri  

 peratura pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik 

berupa peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan yang terbaru 

                                                        
18Adami Chazawi,Hukum Pidana Materil dan Formil korupsi di 
Indonesia,Bayumedia Publishing,Malang,2005,hal380-381 
19M.yahya Harahap,Pembasan Permasalahan dan penetapan KUHAP,Sinar 
Grafika,Jakarta,2001,hal 10 
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adalah peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010,syarat kepangkatan 

dan pengankatan pejabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut: 

     a). Pejabat penyidik penuh  

 pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik penuh” harus 

memenuhi syarat-syarat kepangkatan,yaitu ; 

- Sekurang-kurangnnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; 

- Atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua 

apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik 

berpangkat pemabntu letnan dua; 

- Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia 

b). Pejabat penyidik pembantu  

   pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan 

bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Republik 

Indonesia yang di angkat oleh kepala kepolisian Negara menurut 

syarat-syarat yang di atur dalam peraturan pemerintah.20 Pejabat 

polisi sebagai pejabat penyidik diangkat sebagai, penyidik pemabntu 

di atur di dalam pasal 3 peraturan pemerintah tahun 1983, Menurut 

ketentuan ini,syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai 

penyidik pembantu adalah:  

i. sekurang-kurangnya berpangkat dua sersan polisi’ 

                                                        
20Nico,ngani,I Nyoman Budi Jaya,Hasan Madani, Mengenai Hukum Acara Pidana 
Bagian Umum dan penyidikan,Liberty,yogyakarta,hal.19 
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ii. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara 

Republik indonesia dengan syarat sekurang-kurangnnya berpangkat 

pengatur Muda ( golongan II/a) 

iii. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul 

komandan atau pimpinan masing-masing  

c. Tugas dan Kewenanangan Penyidik 

1. Tugas penyidik itu sendiri antara lain; menerima laporan; 

atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 

2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ; 

3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima 

tanda pengenal diri tersangka; 

4. melakukan penangkapan, penahanan, pengeladahan serta 

penyitaan, 

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ; 

6.  megambil sidik jari dan memotret seseorang; 

7. memanggil orang untuk di dengar dan di periksa tersangka 

ataupun saksi; 

8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

9. mengadakan penghentikan penyidikan; 

10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung  jawab. 
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Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ,penyidik wajib 

menjunjung tinggi hukum yang berlaku, untuk itu penyidik membuat 

berita acara pelaksanaan tindakan (pasal 75 KUHAP) tentang;21 

a. pemeriksaan tersangka  

b. penagkapan 

c. pengeledahan  

d. penyitaan benda,  

e. pemasukan rumah  

f. pemeriksaan saksi  

g. pemeriksaan surat  

h. pelaksanaan penetapan dan serta putusan pengadilan  

j. pelaksanaan tindakan lain sesuai aturan KUHAP yang berlaku 

  

F. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti  

a. Pengertian barang bukti 

 Terdapat beberapa definisi barang bukti sebagai berikut : 

a. barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan   

hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang 

di tuduhkan kepadannya; barang yang dapat di jadikan sebagai 

bukti dalam suatu perkara. 

                                                        
21Darwan Prinst,Hukum Acara Piidana Suatu Pengantar, 
Jembatan,Jakarta,2006,hal 92-93 
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b. barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam 

suatu proses penyitaan dan atau pengeledahan dan atau 

pemeriksaan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di 

bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak berwujud 

untuk kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan,penuntutan,dan peradilan. 

c. barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda suatu 

perbuatan kejahatan dan sebagainya.22 

Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik ,misalnya 

uang negara yang di pakai korupsi untuk membeli rumah rumah 

pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti,atau 

suatuhasil delik.23 

Dalam hal ini barang bukti yang kendaraan bermotor yang 

dirusak dan dibakar oleh massa yang melakuan tindak pidana  

pengrusakan dalam kejadian tersebut. 

 

 Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata “bukti “terjemahan dari 

bahasa belanda, bewjjis-yang diartikan sebagai sesuatu yang meyakinkan  

atau menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan dalam kamus 

hukum,bewjjis- diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan 

kebenaran fakta tertentu dan ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak 

dalam perkara pengadilan,guna memberikan bahan kepada Hakim bagi 

                                                        
22KoesparmonoIrsan,2007,Hukum Acara Pidana,Jakarta,hal.90 
23Andi Hamzah,Op,cit,hal 100. 
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penilainnya, sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan 

pembuktian diartikan sebagai proses,perbuatan atau cara 

membuktikannya.24 

 Yang lain daripada yang tercantum dalam aturan KUHAP kita,ialah 

real eviden yang berupa objek materil (materil object) yang meliputi tetapi 

tidak terbatas atas, peluru,pisau,senjata,apai,perhiasan intan 

permata,televisi, dan serta lain-lainnya. 

 Real Evidencetidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara 

Pidana kita ( Dan belanda ) yang disebut dengan ‘Barang Bukti’ barang 

bukti yang berupa objek materil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi 

oleh saksi ( dan Terdakwa ) 

 Barang bukti adalah benda-benda yang yang biasa disebut Corpora 

Delicti dan Instrumental Delicti.25 

 Corpora delicti dan Instrumental Delicti sebagai suatu barang bukti 

secara tersirat dirumuskan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, 

yang dikenakan penyitaan adalah: 

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau   

sebagaian diduga diperolehn dan tindak pidana atau sebagai hasil 

dari suatu tindak pidana; 

                                                        
24Eddy,0.s Hiariej,2012 Teori dan Pembuktian,Erlangga,Jakarta,hal 3 
25M.Karjadi dan R.soesilo,1997,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Dendan Penjelasan Resmi Dan Komentar.Politia,Bogor,hal,46 
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2. Benda yang telah di pergunakan sevcara lagsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.; 

3. benda yang di pergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana; 

4. benda yang khusus di buat diperuntukan untuk melakukan suatu 

tindak pidana; 

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu 

tindak pidana yang dilakukan; 

 Dalam hal tertangkap tangan,penyidik berwewenang melakukan 

penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut: 

a. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkapa tangan penyidik dapat 

menyita benda alat tang ternyata atau yang patut diduga telah di 

pergunakan untuk melakukan tindak pidana; 

b. pasal 41 KUHAP,dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang 

menyita paket atau surat atau benda yang di pengankutannya atau 

pengiriminya dilakukan oleh Kantor Pos Dan telekomunikasi; 

 Menurut pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana 

terbukti,maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikemabalikan 

kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum, (saksi 

korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut. 

b.Ciri-Ciri Barang Bukti 
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Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti ; 

1. Merupakan objek materil; 

2.  berbicara untuk diri sendiri; 

3. sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana 

pembuktian lainnya; harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan 

terdakwa lainnya 

F. Landasan Teori 

 Dalam penulisan tesis ini penulis kemudian menganalisis 

berdasarkan beberapa teori seperti teori sistem hukum dari L.W.Frridmen, 

teori penyelesain konflik serta teori pembuktian. Dimana teori-teori 

tersebut akan di jadikan sebagai bahan analisi dalam tesis ini. 

 Penggunaan beberapa teori tersebut juga relevan dengan masalah 

yang akan diangkat untuk menganilisis penegakan hukum  

a. Teori Pembuktian Keyakinan hakim berdasarkan atas alasan 

yang logis (convection in raisone) 

Sistem pembuktian convection in raisone masih mengunakan dan 

tentunya mengutamakan penilaian hakim sebagai dasar satu-

satunya alasan untuk menghukum terdakwa,akan tetapi keyakinan 

hakim disini harus disertai selalu dengan pertimbangan-

pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal 

pikiran yang sehat 
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a) keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat-alat bukti 

yang sah karena memang tidak di syaratkan, meskipun alat-

alat bukti tentunya telah di tetapkan oleh aturan undang-

undang tetapi disini hakim bisa mengunakan alat-alat bukti di 

luar ketentuan undang-undang, yang perlu mendapat 

penjelasan adalah bahwa suatu keyakinan hakim tersebut 

harus dijelaskan dengan alasan yang sangat logis. 

b) keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convection in 

raisone harus dilandasi oleh “reaosoning” atau alasan-

alasan,dan reasoning itu sendiri harus pula “reasonable” 

yakni tentunya berdasrkan alasan-alasan yang dapat 

diterima dengan nalar dan akal sehat, tidak semata-mata 

berdasarkan keyakinan yang tanpa batas,sistem pembuktian 

ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. 

 

b. Teori Penangulangan Kejahatan  Tindak Pidana  

Dalam upaya pencegahan dan tentunya penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang kebijakan ( criminal policy ). Kebijakan 

kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

kebijakan sosial ( sosial policy), yang terdiri dari kebijakan atau 
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upaya-upaya untuk kesejrataan sosial. Dan kebijakan atau upaya-

upaya untuk perlindungan masyrakat ( sosial defency policy).26 

  Bahwa upaya penangulagan lewat jalur non penal ini bisa 

disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum 

pidana, upaya ini merupakan upaya penangulangan yang lebih 

menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupay 

pencegahan dan upaya sebelum terjadinya suatu kejahatan, 

melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah mengenai 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, 

Mengigat upaya penangulangan kejahatan lewat jalur “non 

penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untukm terjadinya 

kejahatan, dimana upaya ini dilakukan sebelum kejahatan itu 

terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang 

sifatnya preventif atau pencegahan, hal ini seharusna lebih 

diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih 

baik dari pada mengobati,demikian pula W.A Bongger mengatakan; 

Dilihat dari efesinsi dan efektiitas upaya pencegahan lebih baik dari 

pada upaya yang bersifat represif, dalam dunia kedoktebran 

criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah 

                                                        
26Barda Nawawi Arief,2007, Masalah pengakuan hukum dan kebijakan hukum 
pidana dalam penangulangan kejahatan, kencana,jakarta,hlm76 
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kejahatan adalah jauh lebih baik dari pada mencoba mendidik 

penjahat menjadi baik kembali.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, ( Bogor; 
Ghalalia,indonesia 1995),hal,167 
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G. Kerangka Pikir 

1.alur kerangka pikir 

 Penelitian ini berjudul pembuktian di persidangan dalam hal 

rusaknya barang bukti akibat tindak pidana perusakan yang diawali 

dengan demonstrasi. Persoalan pertama dalam penulisan dan 

penelitian ini adalah upaya dan proses pembuktian di persidangan 

dalam tindak pidana yang mengakibatkan rusaknnya barang ukti 

sebagai penunjang alat pembuktian di persidadangan. Dalam mengurai 

permasalahan ini, penulis melakukan penelitian langsung kepada hakim 

pengadilan negeri kendari terkait masalah yang terjadi di akibatkan 

barang bukti rusak, andi vivian selaku yang saya mintai keterangan 

menyampaikan bahwa barang bukti yang rusak dan tidak bisa dikenali 

bentuknya lagi bsa di hadirkn dalam bentuk foto bisa di perlihakan di 

muka persidangan dalam proses pembuktian karna hukum pidana 

mengenal pembuktian minimum di perlukan 2 alat bukti serta keyakinan 

hakim dalam hal ini keerangan saksi yaitu penyidik bisa di jadikan alat 

bukti juga, agar menunjang proses pembuktian tersebut, teori 

pembuktian dapat menjawab permasalahan ini, persolan ke dua 

mengkaji tentang bagaimanna upaya-upaya pencegahan dalm 

pengrusakan barang bukti dalam menjawab permasalahan terkait ini 

penulis juga melakukan wawancara langsung dalam hal ini polres kota 

kendari yang dimana aparat dalam hal ini melaukan pendekatan 

preventif atau lebih dikenal dengan pencegahan di banding represif. 
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H. Bagan Kerangka Pikir 
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I. Definisi Opersional 

 Adapun definisi operasional yng digunakan dalam penelitian ini 

adalah antara lain: 

1. Teori Pembuktian Keyakinan hakim berdasarkan atas 

alasan yang logis (convection in raisone) 

Sistem pembuktian convection in raisone masih mengunakan 

dan tentunya mengutamakan penilaian hakim sebagai dasar satu-

satunya alasan untuk menghukum terdakwa,akan tetapi keyakinan 

hakim disini harus disertai selalu dengan pertimbangan-

pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal 

pikiran yang sehat 

a) keyakinan hakim tidak perlu di dukung oleh alat-alat bukti 

yang sah karena memang tidak di syaratkan, meskipun alat-

alat bukti tentunya telah di tetapkan oleh aturan undang-

undang tetapi disini hakim bisa mengunakan alat-alat bukti 

di luar ketentuan undang-undang, yang perlu mendapat 

penjelasan adalah bahwa suatu keyakinan hakim tersebut 

harus dijelaskan dengan alasan yang sangat logis. 

b) keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convection in 

raisone harus dilandasi oleh “reaosoning” atau alasan-

alasan,dan reasoning itu sendiri harus pula “reasonable” 

yakni tentunya berdasrkan alasan-alasan yang dapat 

diterima dengan nalar dan akal sehat, tidak semata-mata 
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berdasarkan keyakinan yang tanpa batas,sistem 

pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian 

bebas. 

 

Penegakan hukum  

secara konsepsional, makna inti dari artu penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjambaran 

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 1979). 

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut,memerlukan 

penjelasan lebih lanjut,sehingga akan tampak lebih 

konkret.28Manusia di dalam pergaulan hidup,pada dasarnya 

mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang 

baik dan apa yang buruk, pandangan-pandangan tersebut 

senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan 

tertentu,misalnya,ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai 

ketentraman,pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai 

kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai 

inovatisme,dan seterusnya, di dalam penegakan hukum,pasangan 

nilai-nilai tersebut perlu diserasikan:umpamamnya, perlu 

                                                        
28Soerjano soekamto. dalam buku faktor-faktor penegakan Hukum.Depok,1983,Hal.5 



 

47 
 

penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai 

ketentraman,sebab,nilai ketertiban bertitik tolak pada 

keterikatan,sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah 

kebebasan,didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan 

keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi. 

a. Tindak pidana  

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai 

pengertian yang abstrak, dalam hukum pidana belanda dikenal 

dengan “ strafbaar feit “yang didalam bahasa indonesia memiliki 

terjemahan dengan berbagai istilah,karena tidak ada penetapan 

penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah 

tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamajan 

istilah” dan berbagai istilah lain; 

b. Demontrasi atau unjuk Rasa 

Berdasarkan  pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 

menyatakan bahwa pendapat dimuka umum dapat di bagi menjadi 

beberapa cara,yaitu: 

a. Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegitatan yang dilakukan 

oleh sesorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat pikiran 

dengan lisan,tulisan, dan sebagainnya secara demonstratif di 

muka hukum. 

b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan 

di jalan umum 
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c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk 

menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka 

umum yang di lakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema 

tertentu 

d. Pengrusakan  

Dalam KKBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) kata 

pengahancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, 

perbuatan,cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga 

termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan cara 

merusaka, Namu yang di maksud dengan penghancuan  dan 

perusakan menurut hukum pidana adalah melakukan 

perbuatan terhadap barang-barang oran lain secara merugikan 

tampa mengambil barang itu. 

e. Pengertian Penyidikan 

 Penyidikan mengandung arti suatu kerangkaian tindakan 

yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam 

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti,dan 

dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana 

yang terjadi sekaligus menemukan terseangkannya atau pelaku 

tindak pidanannya.29 

                                                        
29M,Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum,Sinar Grafika,Jakarta,20215,hal 
154 
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f.  Penyidik 

Pejabat polisi Negara Republik Indinesia atau pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang telah diberikan batasan dalam tahap penyidikan 

tersebut adalah pejabat penyidik polri dan pejabat penyidik negeri 

sipil. 

g.  Pengertian Barang Bukti  

 barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan   

hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di 

tuduhkan kepadannya; barang yang dapat di jadikan sebagai bukti 

dalam suatu perkara. 


